
BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH― UPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
BADAN PDRMUSYAVJARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
‐  BUPATI MANGGARAI TIMUR,

～

Menimbang :

Mengingat : 1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraurarr

Menteri Dalam Negeri Nomor 11O Tahun 2016 tentang Erada,rr

Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan D leralr

tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Retrublilr

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO7 tentang Pembentukarr

Ka:'*oa'e:: 1.1.::sga:a- T:='*- :. ?:-'.'r::s- li'*s= T::-3ra:a -i::---:-

,l-er:ba:a:: lieeaia Repu:-:k Inconesra Tahun 2007 \omor
102, Tamba-han kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4752);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AA tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oltt

Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesiit

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N:gar;r

Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tamt aharr

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 te.rtang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201.l

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l ahun

2.

3.

t
4.

5.
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Feraruran Pernerintah Nomor 47 Tahun 2015 tenrang

Perubahan Atas Peraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraruran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 , Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 57171;

6. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 11O Tahun 2OlG

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor 89);

Dengan Persetl■uan Bersama
DEWAN PERWMLAN R― AT DAERAH

KABUPATEN MANGG― TIMUR
dan

BUPATI MANGGARAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkant PERATURAN DAEtt TENTANG BADAN PERIEUSYAWARATAN
DESA.

BAB I

― ENTUAN UMUM

も

Dalam
l.

2.

3.

4.

5.

6.

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
Kecarnatan adalah bagran wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh
Camat.
camat adalah pemimpin' kecamatan yang berada dibawah dan
bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur d.an mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, danfatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa
sebagai u.nsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Pemerintahan Desa adalah penyelensaraan urus€Ln pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempaf dalam sistem pemerintahan irlegara
Kesatuan Republik Indonesia . lL

7.

8.



tsadan Permusl-as'aralan Desa )'ang seianjuml'a disingkat dengal BPD

ada-lah lembaga yang rnelaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan seca-ra demokratis.
Musyarvarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh

Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati ha1 yang bersifat
strategis.
Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenarlg,

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya

dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi

BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Laporan Keterangan Penyelenggaraalr. Pemerintahan Desa yang

selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD

atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran-

Wilayah adalah cakupan dusun dalam satu desa.

BAB II
MAI6UD, TUJIIAN DAIY RUAI{G LINGKTIP

Pasal 2

-Maksud Femgarurara BPD rlalarn Penatlu-,an Daerah ini untul< rnemberikan
keraqriEnn huhrm uUaap BPD sebagai trmbaga di Desa yang
rrrCakssnafrryr frmgd herintahan Desa-

Pssal 3

T[jr.ran Pengaturan BPD da]am Peraturan Daerah ini untuk:
a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa; dan

c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemeriiltahan yang
baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
c. peraturan tata tertib BPD;

10.

11.

12.

13.

14.

t
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Pam 5
Anggota BPD merup赫 ,wakil dad penduduk Desa berdasarkan
kettrwakilan宙り 出 dan keterwakilan pkerempuan yang pen」 siannya
dilakukan sectta demokratis lnelalui proses pemnihan secara langsung

atau inuwaw額」h perwakilan.

」umlah anggota BPD sebagamana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan
dengan jumlah gasal,paling sedikit 5(lim Orang dan paling banyak 9

(Sembilan)Orang.
Penetapan Jumlah anggota BPD sebaga■ mana dimaksud pada ayat(2)
memperhatikanjumlah pendudukdan kemaIIlpuan Keuarlgan Desa.
Jumlah arlggota BPD sebag―ana dimaksud pada ayat(3)dengan
ketenman sebagal beriku住

a.Jumlah penduduk s―pal dengan 1500jiwa sebanyak 5 anggota;

b.jumlah penduduk 1501 samp■  dengan 2500 jiwa sebanyak 7
anggota;

c.junllah penduduk 2501 keaねs sebanyak 9 anggota.

Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)mempakan wilayah dalam
desa ya■tu… dusun.

Fase.n 6

P= :^= s :a:- iea:r gga --aa:: lf l r' - : *- : ka -: ;:re -a-ur :

a. Pengisian anggora BPD berdasarkan keterwakilan witayah; dan
b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasa1 7

Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sё bttmana
diinaksud dalam Pasa1 6 huruf a diakukan tlntuk menlilih calon
anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemitthan dalarn desa。

Unsur wakil宙 lγtt seb… ma dimaksud pada ayat(坤 addah
masyarakat desa dari wilayah perrnlihan dalam desa.

Wil、ふ pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
adalah lingkup wil、ふ tertenm dalam desa yang telah ditetapkan
memiliki wakil denganjumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

Jllmlah anggoね  BPD dari masing― msng 宙 layah seb〔喝aimana
di―ksud pada ayat{3)ditetapkan secara proporsional dengan
memperhatikanjumlah penduduk dengan ketentuan sebagai be」 kut.

a.KuoL anggoセ■ BPD datt setiap Dustln sarFla dengan 」umlah
Penduduk Dusun yang bertttШ Lgkutan dibagi Bilangan PcIIlbagl
Penduduk.
KDn=JPDn:BPP

b.Bilangan Pembagi Penduduk sfma dengan J― lah Penduduk Desa

t
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Pasal 8

Pengisian anggota BPD berdasarkar keterwakilan perempuan
sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih
1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
wakil peremDuan se:agaimana dimaksud pada ayat (l) adalah
Dere:T-; ..--:1 ;\ a:ga aesa ]-ang memenuhi syarat calon anggota BpI) serta
:---:::*-i:i liemampuan dalam men5ruarakan dan memperjuangan
{: :€:: ajitall perempuan.
?e:rurhan unsur wakii perempuan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh perempuan \Marga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal s ayat (1)
dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepara
Desa-
Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bery'umlah I1 (sebelas) orang
yang terdiri atas unsur Perangkat Desa 3 (tiga) orars dal unsur
]"=:'. l-.--'r- i ::-=:--- -:----i

---- r---=--{ 
-. -_E_::-: -
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Pasal 10

Panitia sebagaimana d.imaksud daram pasal g ayat (1) melakukan

:::l::::-:" 
penvaringan bakal calon anggota BPD dalam jangkaf''d-^::; c lena::lr bura:: sebelu:rr masa keanggotaan BpD berakhir.Pa:uua sebagairaana dimaksud pada .y.I1t1 mempunyai tugas sebagaiberikut:

a.merencanakan, mengkoordinasikan menyelenggarakan, mengawasidan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BpD kepadaKepala Desa;
c' menetapkan jumiah kuota anggota BpD dari setiap Dusun;
d. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempatpemungutan suara atau musyawarah perwakilan;
e' melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon angota BpD darisetiap Dusun berdasarkan persyaratan yang ditentukan;f. menetapkan calon anggota BpD perwakilan dusun;
g' menetapkan cal0n anggota BpD penvakitan perempuan;
h. melaksanakan pern:hha_:r secara iarqsung atau proses musyawarahperwakilal C seriap Dusua;
i' menetapka-n ca-lon anggota BpD terpitlh c seuap Dusun:



(2)

(3)

-:::gkat Desa;

s =embuat berita aca-ra hasil p€netapan calon anggota BPD dan
Disampaikan kepada Kepala Desa;

Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dicalonkan
sebagai calon anggota BPD.
\{asa kerja panitia pengisian berlangsung sampai dengan dilantiknya
Anggota BPD.

Pad■ ■

Bakal calon aFlggOta BPD yang inelnenuhi syarat di tetapkan sebagal calon

anggota BPD,minima1 100%+2 dari judah kuota setiap輛 byah/unsur
yang ditetapkan parlitia.

Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1)paling
larnbat 3(dgal buan sebelum masa keanggotaan BPD berakh難 .

Dalam hal lnekanisrFle penglslan keanggottan BPD ditetapkan melalul proses

pemllihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 ayat(1),panitia

pengisian menyelenggarakan pemilthan langsung calon aFlggOta BPD olch

unsur masyarakat yang mempunya■ hak pililh.            t

Dalam hal melcanisme pengisian kcanggotaan BPD ditettpkan melalui proses

musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 ayat(1),Ca10n
anttρta BPD dipilih dalnm pЮses muwawarah perwakilan olch uns■ lr wakil

s｀二lra

Pesal 12

(1) Calon anggota BPD terpilih disa.rrrpaikan oleh panitia kepada Kepala Desa
paling larrra 7 (tujuh ) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan
panitia.

(21 Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7
(tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk
diresmikan oleh Bupati.

Pasa1 13

(1)Persyaratan calon anggoね BPD adalah:

a.beiaいwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasih,melaksarlakan Undang―
Undang  Dasar  Negara Republik lndonesia Tahun  1945,  serta
mempemankan dan memehhara keumhan Negara Repubttk lndonesia
dan Bhi―eka Tunggallka;

c.bemsla paling rendah 20(dua puluhltahun atau sudah/pe..・ ah lnenikah;

d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
鋼 釧

=           =・

(4)

man―araht Fang lnempun▼ ai hnk pilih.

諏
―

電 陣 帥
―

融 画 動 岨 呻 ta BPD dcllgan

Q
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≡ ■■empat tinggal di宙 1町ah pemilihan;
三 賀hatjasmani dan rohani;

1.berkelakuan baik,dan
j.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis

i Kelengkapan persyaratan adminiptrasi sebagaimarla dimaksud pada鉛 ″at(1),
rneliputi:

aosurat pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat

rtas segel atau be■ ■1■cterai cukup;oleh yang bersangkutan di atas ke

teguh  dan  mengarnalkan  Pancasila,bo surat  pernyataan  memegang
melaksanakan Undang―Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun

FFle=LClihara keutuhan Negara Republik1945,serta mempertahankan dan
lndonesia dan Bhinneka Tunggal lka,yang dibuat oleh yang bersangkutan

di atas kerね s segel atau be■■■■eterai cukup;

c.foto kopi akta kelahiran aねu surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir

peJabat berwenang;

d.fotO kOpi lasah pendidikan fO....al terakhir yang disahkan 01ch pttabat

berwenang;

eo surat pemyataan bukan sebagai Perangkat Pcrrle五 ntah Desa yang
dikelunrkan 01ch Kepala Desa;

fo surat pernyataan bersedia dicalonkan mettadi anggota BPD diatas kertas

segel atau be....eterai cukup;

g.foto kopl KTP dan Kartu Kcluarga yang dilegalisasl pe」 abat berwenang;
h.surat ketcrangan bcrbadan sehat dan Puskesmas setempat;

qtt Kciεtt「二ど1 っっ・Ka‐uむ AC卜:dai kep・Ouslan sctcmpatl surat keteran

P― m2
Pen関田面hュ 崚 。ta BPD

Pasa1 14

(1) Peresnuan anggota BPD dite唸pkan dengan keputusan Bupati pa五 ng l―a30
(tiga puluh)hari Sttak dite五Frlanya laporan hasil perrlilihan anggota BF・ Dd面
Kepala Desa.

(2)Kepu拠lsan Bupati sebagaimarla dimaksud pada ayat(1)mulai berlaku saよ
tanggal pengucaparl sumpah/jttji arlggota BPD.

(3) PenguCapan sumpah/j劉 崎i anggOtt BPD dipandu oleh Bupati atau pttabat
yang dituttuk paling lanla 30 (tiga puluh)hari Sttak diterbitkannya
keputusan Bupati rrlengenai peresl■ 饉an arlggOta BPD.

Pasa1 15

(1) MaSa kearlggotaan BPD selama 6 (enam)tahun terhitung saak tanggal
pengucapan'sumpah/j〔週可i.

21  Anttota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat dipilih untuk inasa
keanggotaan paling banyak 3 (tigal kali Sectta be■ urut―turLLt atau tidak
secara berturut― turut.

Pasa1 16

■

i Fm摂 ,Ota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/be巧 釘 巧i SCCara



Q

― ―
pahl、 中 ta BD SebaFibdb七

独 壼 ALh/man,saya b― ― pah/晒 鋼 i bahwa saya akan menlenuhi
L"可動延lS判F"laku angota Badan Pc...Ituwaw― tan Desa dengan sebdk―

…

         dan Seadil― adihya;bahwa saya akan selalu taat

―
m― m― n dan mempe遇 ankan Pancasila sebagai dasar negara,

dttn bah― mya tt menegnan kchidupan demokrasi dan Undang‐
LAdang Damr Neg― Repubttk lndonesia Tahun 1945 sett inelaksanakan

_h pe.a― n ,perundang― undangan dengan selurus-lurtlsnya yang
bnku bagi Desa,Daerah,dan Negara Kesatuarl Republik lndonesi♂ .

Pesal 17

(U Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (21, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan
agama.nya masing-ma"hg;

{21 Dalam pengucapem sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
anggota BPD yang beragama:
a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saga bersumpalf ;
b. Kristen Protestan dan Iftisten l(atolik, diawali dengan frasa "Demi Tlttwn

saua berjanjf dan diakhiri dengan frasa " Semoga T\thnn m.enolong sagd ;
c. Budha, diawali dengan frasa "Demi trIAang Adi Bttdhd; dan.
d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesd.

(3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
rlilartjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/ianji.

-18

麺 ggott BPD}‐ ang telah melaksanakan smpah/jatti Sebagalmana dimaksud
dalam Pas」 17 ayat(3), mengikud pelatihan awal masa tugas yang
dilよsarlakan olch PcrrleHntah Daerah.

Paragraf 3
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 19

Anggota BPD berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;atau
c. diberhentikan.
Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
apabila:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tr.rgas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa
keterangan apapun;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BpD;
d. tidak melaksanakan kewajiban;
e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;

(1)

(2)



kekuatan h― tetap ka―a meh―

…

anm― pidana ttara 5 oimalね h■ln atau le饉 ;

Lゴ山量 1口知」nd五 rapat panp■口n dan/atau黎

“

t BPD

…

tugaS dan kewttibannya sebanyak 6 1en― l kali

tindak pidana

lainnya yang
berturut*turut

１
■

(2)

(3)

-i:;a alasan yang sah;

- .:a;r)-a perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua)

lesa arau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan
-.^^^.JC5i1.

j D€rtempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;dan latau
k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Passl 20

Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan

hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.

Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada

Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hati sejak diterimanya usul
pemberhentian.
Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati
paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 3O (tiga puluh)

hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD-

Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

earagn.f +

Pe mb'e rhe ntia-a Se me ntara

Pasal2l

(U Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan
sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar,
dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(21 Dalam ha1 anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan
sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan
BPD.

(3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(21, pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD

pengganti antar wakhr.

Paragraf 5
Pengisiao Angota BP[, Antar waktu

tus€.l22

(U Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD

nomor urrt berikutrya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD dalam
periode yang sarra.

t2l Dalam hal caloa anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud n

14)

(5)

電
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Pasa1 23

1  ■二三毛 'す 澤TIコ■luhl han SeJak arlggottI BPD yang diberhentikttn arllЯ r waktu

主1=■■gn二、 Kepala Desa menyaIIlpaikan usulan narna calon pengganti
二 玉 =II BPD)‐

ang diberhentikan kepada Bupati rrlelalui Carrlat.

二  七
=―
g iama 7(tttuh)hari S● ak dite五manya usulan anggottL BPD yarlg

ibcrhenuxan antarwaktu sebagaimana diFrlakSud pada ayat(1), Carnat

=lenra―
lulpaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang

ilヒ>erhentikan kepada Bupati.

I Bupad mereslnlkan calon pengganti anggota BPD mettadi arlggota BPD
dengan Keputusan Bupati paling lma 30 (tiga puluh) hari Saak
disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.

(4)PereSmian anggota BPD sebagaimana dimaksud p∝ la ayat(2)mulai bCrlttm
Sdak pengambian sumpah万珂 i dan diparldu oleh Bupati atau pttabat
yang dituttuk・

.  (5)Setelah pcngucapaFI Sumpah/j軍li Sebaga■marla dimaksud pada ttat(3)

暖     dilattutkan penandatanganan b6Hね actta pengucaparl sumpah/j額 」i・

Pasat 24

{1) Masa jabatan anggota BPD antar wakfi: melanjutkan sisa masa jabatan
anggota. BPD yang digantikannya.

l2l Masa jabatan sebagaimana r{irnaksud pada ayat (U dihitung 1 (satu) periode.

nrrlf 25

(1) Penggantian antar waku anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa
jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

{21 Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (U kosong sampai
berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Faragraf 6
tr araagan Anggota BPD

Pasal 26
Anggota BPD dilarang:

a. Merugikan kepentingan umum, rneresahkan sekelompok masyarakat Desa,
dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;

b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakr-rkannya;

c. menyalah gunakan wewenang;
d. melanggar sumpah/janjijabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwdkilan Rakyat Daerah dan jabatan

専
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(2)
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BAB rV
KELEMBAGAAN BPD

Bagian Kesatu
Stn■ktur Organisasi BPD

Pasal 27
Kelembagaan BPD terdiri atas:
a. pimpinan; dan
b. bidang
Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang wakil ketua;dan
c. 1 (satu) orang sekretaris.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan
kemasyarakatan; dan

b. Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Bidang sebagaimana dimaksud pada avat (3) dipimpin oleh kefua bidang;
Hr::r:::a:: EPD :a:-- .;t:-; :::::t= :i8t2'ti:ia: se: zsz, z-eef-r.r'-2 RpD

Pam2 28

Lp± ‐二 BPD量 =ke■ 1^b壼Lュg〔£G疑姿i¬ ana dllTaksud dalam Pasa1 27 ayat
(1)dip山血 dan dan olch anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yarlg
diadakan secara khusus,

Rapat penlihhan piinpinan BPD dan ketua bidang sebagalmana dilnaksud
pada ayat(1)untuk pertama kali dipiinpin 01ch anggota tertua dan dibantu

oleh anggota te■ ■..uda.

Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilakSanakan paling
larrlbat 3(tigal hari terhit■ lng sttak tanggal pengucaparl sumpahヵ atti.
Rapat penlilihan pilnpinan dan atau kema bidang be五 kutnya karena
pilnpinan dan atau ketua bidang berhenti,dipiinpin oleh ketua atau pilnpinan

BPD lainnya berdasarkttn kesepakatan pimpman BPD.

Pasal 29

Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2T ayat (L)
yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BpD.
Keputusan BPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) Fulai berlaku setelah
mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati. |f,

(3)

´
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一

(2)

(3)

(4)
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ght''lffirqi BpD

Prragraf 1
nrgEgtutan Staf Adoineltresi BpD

Paeal 30

--::-j =e::iukung pelaksanaan rugas kelembagaarr BpD diangkat r /sa.u,
::"-:: :-::aga staf administrasi BpD.
l::-3a s:a:- administrasi BPD berkedudukan sebagai tenaga sekretanar BFD,
I:::aga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada a)'ar (1tr i,6:ase*
:a;: naasl'arakat setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Tenaga staf administrasi BpD sebagaimana dimaksud pada a-r,ar {r F.a.::
memenuhi persyaratan:
a. bertakwa kepada T\rhan yang Maha Esa;
b' memegang teguh dan mengamalkan Pancasiia, melaksanaka-rr Uncia::E-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun lg4s, serr,a
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia
dan Bhineka Tunggallka;

co berusia paling rendah 20(dua puluh)tahun;

do berpendidikan pa五ng rendah tamat sekolah menengah umum atau
sederajat;
psrna harni pengoperasian komputer;
二

=二
I二 ■∵‐三   E.=■ 三二 ■

=二
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多 躙口 鵬 側 面

(司 磯〕L曜爆甲m劇 h山麹臨直 轟L甲山nm dimand Fda ayat(3)melipudI
ab“ Ⅳ L血 l Tanda Penduduk terbaru;
b. fotOcOpy lJasah;

c.fotOcOpy akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahむ
;dan

do surat pel...Ohonan mettadi tenaga staf administrasi BPD yang dibuat 01ch

yang bersangkutan di atas kertas scgel atau be....eteral cukup yang

di憤巧ukan kepada pllnplnan BPD。

Pasat 3t

(1) Pimpinan BPD mengusulkan calon tenaga staf administrasi yang memenuhi
syarat kepada Kepala Desa.

(21 Kepala Desa mengangkat tenega staf administrasi BpD berdasarkan usulan
Pimpinan BPD dengan Keputusan Kepala Desa.

ｅ

　

＾
１

i3t Tenaga staf administrasi BpD dibiayai dari ApBDesa sesuai
keuangal Desa.j \'lasa kerja tenaga staf administrasi BpD selama 1 (satu) tahun.

kemampuan

,l

ぎ



Peragraf 2

eerfnjaoga.n Uasa KerF Teoaga Staf Ad'ninistrasi BPD

Pasa.l 32

:::-:--:- 3?l oapat memperpanjang masa kerja tenaga staf administrasi
= rI :e::: -:Ka-rl hasil evaluasi kinerja oleh BPD.

* - s :-- :,e:panjangan masa kerja tenaga staf administrasi BPD sebagaimana
- -:--s*a pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala. Desa.

: i-::**a Desa menetapkan perpanjangan masa kerja tenaga staf admirristrasi
3?D dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3
Pemberhentlan Tenaga Staf Administrasi BPD

Pasal 33

(1) Pimpinan BPD dapat mengusulkan pemberhentian tenaga staf administrasi
BPD kepada Kepala Desa.

(2) Pemberhentian tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. berhafangan tetAP;
d- dirr-r:arahn sbagai Efillana b€rdasarka@ 1nrtusa.n pengadilan vang telah

ryfibhh*rrnEti14
c- ffi ffi ry- r.r*rm S (tba Frtuh) hari, baik secara

bertrut.lrrrut#rrr tidak bemmrt-tunrt tanpa alasan yang jelas dan tidak
dapat dipertaogungiawabkan; dan/ atau

f. tidak lagt memenutri syarat sebagai tenaga staf administrasi BPD.
(3) Kepala Desa memberhentikan tenaga staf administrasi BPD berdasarkan usul

pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan
Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak usulan diterima.

BAB V
FmGSI DAF TUGAS BPD

BaJan Kesatu
Fungsi BPD

Fasal 34

BPD mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa;
b. menampungdanlnenyalurkanaspirasittSyarilatDesa;dan
c.mel」mkan pengav7asan kinetta Kepala



a. ffiI5lghlrtmn aseiriasi mas'arakat;
c- @musyawarahBPD;
t memyelengarakan Busyawarah Desa;

* membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

h- raerlyelengarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan KepaJa Desa

antar walrhr;
i. membahas dan menyepakati rancangan Peraflrran Desa bersama Kepala

Desa;
j. melaksanakan pengawasan terhadap kineda Kepala Desa;

k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggara€Ln Pemerintahan Desa;

1. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan
lembaga Desa lainnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang di4tur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf 1

Pe ngg3lia-u Asp iras i Masy'aral<at

Pesal 36

t1l tsPD roeiakui<ar-r penggalian aspirasi masy-arakat.
(2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok
masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempu"an,

kelompok marjinal.
t; (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD

yang dituangkan dalarn agenda kerja BPD.
(4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud,
tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.

(5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah
BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasat 37

(U Pelaksanaan' kegiatan menarnpung aspirasi masyarakat dilalnrkan
disekretariat BPD.

o Asメmd mSyarakat“bagaimttadttrdザ a ayat。

“
dⅢ面SmSikan

dan disampaikan dalarrl musyawaral



t'ara€ra"r o

Pengelolan n Aspirasi Uasfaratat

Pasal 38

=;: -eigelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan
:f,:--:'isan aspirasi.
l:::earirninistrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

:eriasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan,
pembangunal, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
Desa.
Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk
disarnpaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat
Desa.

Pattf4
Penyalunn Aspinsi Masyanht

Pam■ 39
BPD menyalurkan asprasi Πnsyarnknt dalarn bentよ usarl dan atau ttnlisarl.

Penyal― asp―Si mnwarakat dnlnm benl螂 san Sebagaimana dinttstld

Pada ttrat(1 )領 p日嘔

…

   

「

壺コLa覇洒ほ皿       t Oleh BPD dnlnm
BD理

…
hah蟻

-2-―

dahm bmm巨 鵬 霞 wb9imana…
pada甲 止 〔1〕 響 面 p_p― aSpSI襲 助 直 s― t dalam rangka
penyamp― ― s― bagi penyelen優嬰熙翌腱 Pemeintahan Desa,pe■ ..lintaan

ketem疑押n kepada Kepala Desa atau peny― palan rancangan Peraturarl Desa
yang berasal dari usuan BPD。

PangraF 5
Penyelengganan Mllsyawanh BPD

,***
Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD
terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti
musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peratrrran Desa,
evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
menetapkan peraturan tata tertib BPD dan usulan pemberhentia:r anggota
BPD.

(3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai
berikut
a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3

lrlrro nar ficol rlari irralalr onccnto pUnf. tl-

１
■

(2)

専

(2)



cj.ilakuka-'r dengan cara rnus-t-a;\-a:a_:- <-*:- -

mufakat tidak tercapas, pengambiian ie: --:*s=:.
aengan cara pernungutan suara;

sua-ra sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinr-ataj<al sa:rgHe diseh{ui otehpaliag sedikit 7z (satu perdua} ditanbah 1 (satu} dari
irmftah anBgota BPD yang hadir; dan

: :asil musvawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BpD dan diiampiri
norulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BpD.

Paragraf 6
Peayelenggaraan Musyawarah Desa

Pasa1 41

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah
Desa.

(2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh
BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk
memusyawarahkan hat yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

(3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penataan Desa:
^.,.-='.-_---=_-.--. _::_:
: --.-1S.:-: ]:=

e. per D€:::;ta:t tsLa{De-:
f. penambai:a-r-r cia:r pelepasal Aset Desa;dan
g. kejaciian luar biasa.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
a. tokoh ada!
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;danj. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah
Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat.

O MuSyawarah D“ a“ bagaimana dh声 ST tta ayat o duayai d轟
Anggaran Pendapatan dan Belatta D
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Paragaf 7
Pa-D.itia Peurililan Kepala Desa

Pasal 42

:.{ -:-:,e;.tuk panria pemilihan Kepala Desa serentak d,an ra::::::
:E=--:a: Kepala Desa antar waktu.

椰尊 ― bentum pttda sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetaph dengan

mutusan BPD。

,, Pasql 43

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terdiri dari perangkat
Desa dan unsur masyarakat.

(21 Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban
pembiayaan.

tugas dan kemampuan

Panida se¨ a dimaksud pada ayat(1}beJ山田■〔聖ungiawab kepada BPD.
Dalam hal anggOta panitia tidak melaksanakan tugas darl kewaibarl dapat

diberhentikan dengan keputusan BPD。

Pasa1 4・4

.1,  Paniia  scbagalIIatta  il■
1こ.Is二 ご  三■_=I  

「
2s三   二2  こIε l  ‐

1‐   _ela■ uka_n

=・=■
I■■ g三■ ■■二 [‖
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鸞 ■・'1_ ■■■ :「■■gi■tt Fこ三二≡tご_:,■・‐E ■ミユ =Fここ
E  D三えTh三 」「I―

・
[二 bこ こここ■∵ど

=二 こ二 e■■_IxF■‐
釘amm lcbh d韻 3(dga),

phda meiaご ukan scicksi tanbahan dengan menggunakan kritcna memiliki
pengetahuan mengenai Peme五ntahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan
persyaratt lain yang ditetapkan Bupati。

Dalam hal bakal ca10n yang memenuhi persyaratan kurarlg dari 2(dua1 0rarlg,

panitia lnemperpanJang waktu pendaftaran selanla 7(急
巧uh)hari.

Dalam hal bakal ca10n yang lnementhi persyaratan tetap kurang dari 2(dua)

sёtelah perpajangal■ waktu pendaftaran sebagaimarla dimaksud pacra ayat

(4),BPD Irlenunda pelよsanaan penlilihan Kepala Desa sampai dengan waktu
yang diteね pkan kemudian.

Paragraf8
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Uutuk

PemiHhan Kepala Desa Antar wahu

Pasal 45

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala
Desa antar waktu.
Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakLlkan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta
memilih dan pengesahan calon Kepala Depa terpilih.

(4)

(5)

１
■

(2)

rn、

υ



(1)

(2)

(3)

~‐~■ di5三 二 =こ ここ aVat 121 kcpada rf■ia un「吐k di〔受コnp誼蛙m

Pasa1 46

=■
■‐1'~つこぶan α量On Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalarn

?r-r=- :5 a:;at r31 kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya

-f*r=:: ::asu pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Pangraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan Rancangaa Peraturan Desa

Pasat 47

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa
yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
Pembahasan rancangan Peraturan'Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
Rancangan Peratrrran Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal
BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan
Peraturan Desa diterima oleh BPD.
Pelaksanaan pembahasan rancaxgan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
---i- f,r'1 -:-- {::a-, -:s-'--:1:1-i:e:G:ta kd.i oilakukanJ1,-C a.d- - ----4, 1 ):J 

-a-

1   )i~｀ 二
=  =嗜

二
=こ

■iS■■  
「

■i]i■■ミ■■  riF二丁よri■  」|=sa  ■Lafu三 とュ  Denca盪 嘘

D「3賛S ‐
.‐ ■■ミ ==ia■ aiこ■ ■と正三二 ■Ct二en ttu5‐ a■

‐
εttan.

Pasal 48

(1) Dalam hal pembaha.san rancangan Peratrrran Desa antara BPD dan
Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap
mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak
disepakati.

{21 Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan oleh Kepala Desa kepada. Bupati melalui Camat disertai catatan
permasalahan yang tidak
musyawarah pembahasan
pembinaan.

(3) Tindak lanjut evaluasi dan
dapat berbenhrk :

a,penghendan pembahasan;atau
b.pcmbinaan untuk tindak l珂 ut pembahasan dan kesepakatan rancangan

Pcraturan lDesa.

由
靭市)鍛|=鵠融ilt篤罵 よ:富楓ζ£蹴露u:節 成

(4)

disepakati paling lambat 7 (tnjuh) hari sejak
terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

υ



Pela.ksan.ae.n Pengawasan Kinerja Kepala Deea

Passl 49

-:;-c-:sa:- :€:r.ga\1'asan terhadap kineqa Kepala Desa.
tr:iga\\-asan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

■  Fモ「
Cncanaan keglatan Pemenntah lDesa;

L FciaKttmaan kegiatan;darl
こ DelapOran penyelenggaraan Pemenntahan Desa.

: 3enruk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
monitoring dan evaluasi.

Pasat 50

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal a9 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 1 1

Erraluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 51

=:- -: ) --- -'2-- :'.': '-::. -::.::-- -::-_=:=:-:-- :r::', e-::-gtaa:- Pe=g-::-;;,a:
,= i:

Evanuasi iap,crar. se'oagarrnana cimaksuci paoa a-r*at (1) merupakan evaluasi
atas kineqa Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggarar.
Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan
objektif .

Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa;
b. capaian pelaksanaarl penugasarl dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Daerah;
c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peratrrran

perundang-undangan; dan
d. prestasi Kepala Desa.

Pasal 52

(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 1O (sepuluh) hari kerja sejak
LKPPD diterima.

(21 Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) BPD dapat:
a. membuat catatan tentang kinelja Kepalp Desa;
b. meminta keterangan atau inforpasi;
c. menyatakan pendapat; dan lb

つ
４

(3)

14)

●
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H l(epala Desa tidak memenuhi perrrrintean BPD sebagaimana.

t\aca a-vat {2) huruf b, BPD tetap meianjurtka-n proses pen-r'eies.aian

: -:.PPD dengan memberikan catatal ki:rer1a Kepa-la Desa.
: LL?PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagtan dari
cineqa BPD.

Paragaraf 12
tenciptakan Hubutrgan Kerja yang Harmoais dengan Pemerintah Desa

dan Lembaga Desa Laiurya

Pasal 53

(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan
Pemerintah Desa dan lernbaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada
Kepata Desa untuk membentrek Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa
atau FKAKD.
Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur KetualKepala
kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ditetapkan dengan keputusan
Kepala Desa.

t4l T\-rgas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan
menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB Ⅵ

―
EI知「A」IBAN DAN WEwINANG BPD

(2)

(3)

BPD berhak:
a. mengawasi dan

h」田 Kesatu
Hak BPD

P― 154

menlinね    kcterangan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

b. menyatakan pendapat atas perryelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

kragraf 1

Pengawasan

Pasal 55

(U BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan
tugas Kepala Desa.

{21 Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) terhadap

B::;1"*m*; 
pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan



Paragraf 2
Fernyataan Pendapat

Pasa1 56

LD rrwrggunakan hak menyatakarr pendapat berdasarkan kepuarsan BpD.
ruryataaa pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (U merrrpakan
bqimF'rlan dari peiaksanaan penilaian secara cermat dan objektifatas
lm5relenggaraan Pemerintahan Desa.

: ?E::i,aian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan rnela_,.;
;'embahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan pemerkitaha:r
Desa ]'ang dilakukan dalam musyawarah BpD.j Kepurusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil
rrlusy'awarah BPD.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 57

(1) BPD menciaparkan bial'a operasional yang bersumber dari ApBDesa.
121 Biar-a operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk-:--'_.Gr..-f,*,:iqar1 J€ra_KSa:laan fi.nqsi dan tugas BpD,
r .:*: -i-:.s- 

=--= -;2 ::e:as::::a- se:aqa_u::a-na ,Cirnaksud pada ayat (2) dengan
:-=:':::--l--:--:- --:_ =,:._:-::l .:::;:*::;_:: :;::aS:C::a_i da_n kemampUan

-'::' :::
Ra gi,^ n Ee dUa

FtaL /\11ggs6 BPD

Prrrt 5a
(U Angota BpD bshak:

a. mengajukan usul rancang€rn peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;

menyampaikan usul dan/atau pendapat;
memilih dan dipilih; dan

e. mendapat ttrnjangan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.
Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BpD.
selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BpD berhak:
a' memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan

pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang
dilakukan di dalam negeri; dan

b. penghargaan dari pemeriatah Daerah kabupaten bag pimpinan dan
anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 59

(U Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal Sg qyat (1) huruf e.

(2)

(3)

Ｃ
　
ｄ



:r": .lsanaan tugas dan fungsi sebaga::::ara c-rnaksuo pacia a\-ai

runjangan kedudukan.
laianya sebagairnana dirnaksud pada ayrat (21 mempakan

kinerja.

Pasa1 60

l';::- a-ngan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 59

=-,-a: i3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.

: l-:::jangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dapat
主

“

rikan dalaIIl hal terdapat penambahan bebm ketta.

E  Tun」 angan kinetta Sebagalrrlarla dilnaksud pada ayat(2)bersumber dan
Pendapam Asli Desa.

二I Besaran tuttarlgan BPD sebaga■ mana dimakstld pada ayat(1)dan ayat(2)

ditetapkan olch Bupati.

:  ,            Pas」161        1

(1) PCmbiayaan pengembangan kapasitas sebagalmana dimaksud dalam Pas」
58 εvat(3)huruf a,bersumber dan:
a.APBD Kabupaten;dan
b.APBDesa.

12) Pcnghttgaan kepada plrl■ phan dan anttota BPD sebagalrnana dlmaksud
aa_`ビI PattLご 3a■ ■1 じ|■ urI S allDcニ メニニ Eaca ungkat Naslond,_provlnsl dan

i  L■ 1=こ l rl[i三二
=■

■■■  ■■■

E r圧 1■■ :二 三 IFEIユ

E  ■ ttLc=三 二  

「

■革 ‐
=圧

二  賛 ‐ 辱 =璽
工 a こ L玉 翼 d Paぬ  avat{1)berdasarkan

Peraロェ疑ビl Pcコ』 clang_lmcangan.

Bagian Ket亀ぃ

KewaJiban AnggOta BPD

Pasa1 62

Anggota BPD waJlb:

ao Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndaFlg_
Undang  Dasar  Negara  Republik  lndonesia  Tahun  1945,  serta
mempe■ahankan dan memelihara keumhan Negara Kesatuarl Republik
lndonesia dan Bhinneka Tunggallka;

b.  melaksanakan kchidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalarn
penyelen救3arm Perne五ntahan Desa;

c. mendahulukan kepentingan umum dlatas kepentingan p五 badi, kelotrlpok,

dan/atau golongan;

d.  rrlenghoHnati nilai sosial budaya dan adat istiadat rnasyarakat Desa;

e.  menJaga no■■■.a dan etika dalanl hubungan keJa dengan lelmbaga Pcrne五 ntah

Desa dan lembaga desa lainnya;dan

i   mengawal asplrasi masyarakat,  menJaga kewlbawaan dan kestabilan
DenVelenggaraan PemerLntahan Desa serta mempelopo五  penyelenggギaan

□



Bltian Keempat
Laporan Kinerja BPD

Pasal 63

irr:Er& BFD merupakan laporan atas pelaksallaan tugas BPD dalam
lf@ tahrm anggaran-
lfprm kincrja sehgaimana dimaksud pada ayat (U dibuat dengan
drEmatika-

r{asar hukum;
pelaksanaan tugas; dan

c. p€nurLrp.
Le.poran kine4'a BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara
tern:lis kepada Bupati melalui Carnat serta di sampaikan kepada Kepa-la
Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasa1 64

5。  Laporan kむ Le■a BPD yang disampain kepada Bupati sebagamana
dimnksud dahm Pasa1 63 8り at{3)d喚晏肛翅山an Bupati untt evaluasi kinetta
BPD scJa pehLnaan pelnb七コan dan pengawasarl penyelenggaraan
Pc― intahan D―

6_ 
―

k油中 L m tt dimmpan palda fo― mwawanh職
山 ‐ 中 L面闘 耐

―
P― l“ 颯 131 ml_o_bn瓢 ロ

二
（
　
・
「
）

4.

e.

g。

ａ
　
ｂ

「
嗜=ヽ 疑ヽ 二T・ 3こ二 警 ご

==rニ ミas BPD ttcDaca rna5‐ a辰迅clt Desa.

Bagiaa Kelima
Kewenangan BPD

Pasal 65
BPD berwenang:

mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan
dan terhrlis;
mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenanga.nnya;
melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
merninta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;

f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdaya.an masyarakat Desa;
mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan
Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintatran yang baik;
men5rusun peraturan tata tertib BPD;



..r.su-lan rencana bial'a :,pe:as:c,nar BpD secara
暁  [:= 3に sa untuk di〔 」Okash dal〔 un Rancangan Anggaran
」C・■~‐ 2_で &■ :

「
嗜=EC■ rttL■■ Fortun Komunikasi Antar Kelembagaan Desa

1_=‐  ' _‐
=灘

: ここ

i主■:ungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan
rr"1- : <- :t:--"-:-e:lgga_raan pemerintahan Desa.

BAB VII
PERATU― TATA TERTIB BPD

Pasa1 66

(1) BPD merr5ruslrn peraflrran tata tertib BpD.
(21 Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan

disepakati dalam musyawarah BpD.
t3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:
keanggotaan dan kelembagaan BpD;
fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BpD;
waktu musya\\:arah BpD;
pe n EaLurarr rne n ge n ai p imp rn a:: n-ru s1-au-arah B FD :

e. tata cara mus5rararah BPD;
f- tata lak**na .lalr hak Ecsyatakag psrrralrat BpD .lo. angota BpD; ,ten
* pcunam bcdta,r-rr:n msyag7aran BPD.

(41 mgdurm rncngenai yahr mus5ranarah sebagaimana dirnaksud pada ayat
(31 huruf c meliprti:
a- pelaksanaan ja* musyawaratr;
b. tempat musyawarah;
c. jenis musyawarah; dan
d. daftar hadir anggota BpD.

(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d meliputi:
a' penetapan pimpinan mnsyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir

lengkap;
b. penetaFan pimpinan musyawarah, apabil ketua BPD berhalangan hadir;c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketrra

berhalangan hadir;dan
d' penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengal

bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BpD antar
waktu.

Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf e meliputi:
a. tata cara pembahasan rancarrgan peraturan Desa;
b. konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah Desa;
c. tata cara mengenai penga\rasan kinerja'Kepala Desa;dan

ａ
　
ｂ

(6)

ザ
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fl, fiffir;:u:::rirl: -:;;:.ai- 1:: .. :€:t::.n,al Kepala Desa a-.as pandangan
r. ilt:rLjn*F*:-- t;--,-=:-a-- :--::--: a-;s ranaban a-iau pendapar Kepala

s4itf-

L *s1-," ,(- = --- -: -='- :E--" =::,a:all pandangan akhir BPD kepada Bupati.
tffi krd:i.:-:-- -::--i::-i- :€:-''-*su-Ilarl berita acara musyav/a-rah BPD
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P― an      hiatan BPD dibebaan pada:

…

      dan Rわ 珂 a Daerah;
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― L… 鋤 dan量
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P-68

FIЭ IItt■t ienis btt ad配山■israsi BPD dan laporan ldnetta BPD terc〔 1ltum

daiam Lamplran yang rnempakan baglan tidak terplsahkan dan Peraturan
Daerah hi.

BAB X
PEMBIN― DAN PENOAWASm

Pad 69

(1)Bupati melalui Camat melakukan pemblnaan dan pengawastt terhadap
pelakSanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pelnenntahan Desa.

(2)Pembinaan dan pengawasan sebaga■man dimaksud dalam ayat(1),me五 puti:

a.memfasilitasi dukungan ke,iakan;
b, menyusun Peratllran]Desa;

co memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervlse
pelaksanaan kebttakan;

d. Inelmbe五 kan bilnbingan teknis setta pendidikan dan pehtthan terten急 ■;

dan
a memberikan penghttgm tts prestasipimphan d“ arLggOね BPD.紀

BPD;
Desa;

■
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-n 
kraturan Daerah ini mulai berr;aku, peraturan Daerah Kabuparen

?=flal:nr:=I ** 
_2_oos 

tentang e"a* permusyawararan
L Mbaran Daerah Lbupaten Mm響品

~磁
ご遜魅IX3磁詳聯F,Nomor 4 Tambahan Lembararl Dacrah Kabupaten Marlggal Timl■

r
け l nl 月

=^^■
__`」 ___ ■・      .    ._ _

―
r101,diCabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PaSa1 71
Pcraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Dacrah ini, harus

:惹晶 :告:Ltt・

ng hma 6← natt bdanた面 tung sttak Rmtumn Dacrah H

Pasa1 72
Peraturan]Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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T― DAERAH KABUPATEN MANGG― TD―

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PEШ SYAWARATAN DESA

噸

EFE ttLaミ三 Waよ」 dan penduduk Desa,sangat menentukan keberhasilan

i麟■)=― =■
ggraan PcmePビltahan Desa, pembangunan Desa, dan pemberdayaan

三二■■■b=1l Dc唸 .schin“a pcran   BPDsangat menentukan keberhasilan
l嗜■]=:=■ ζ

=ra■
■ pemcnnttan desa, dengan diterbitaknnya peraturan lni,

‐
i・ …■ELこ  BPD dapat ttle■alankan fungsinya untuk rrlenampung dan

■■■
:じ
こ・ご =asPFaSilnasyattat Desa serta mendorong te―Judnya taはelola

‐‐=二=二  「,‐

・
■こLI=1山 Desa.

E tt■ T ura‐.■  二e■■,盤lkan kinetta kelembagaan di tingkat Desa,
~=二 ECr f二 三  ,1=こ嗜rS二 a■二 、 scrュ menhgkatkan partisipasi dan pembcrdayaan

‐■5~,F~二 `‐ '1  「 =二 =三
二=  E esa  dar atau  Badan  Pellllusyawaratan  Desa

‐ 1‐二■i_二
=i F嗜

■
1・

=‐
1■ ζこ=「

E遷ごl〕・1‐■s・.aTI■Tま Desa.Musyawarah Desa ata■ l yang

■卜i=_1  ■
=■

こ二   ■=~ユ  _三二  ■■三圭   f=ritt  mu svawarah antara Badarl
―'i‐■_ri市

=■
‐i プ=3mi  ri=L=ニ

ニLi ´iSこ   三二
｀
■■Si]r  maS}― arakat yang
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■■ ■二 1■ CttusTa、
‐
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Ⅲ Ewr二
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■ ■ 二 二 融 嵯 二  ■
'■
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=u‐

要 二  hasi ml15-aTaratl dliadikan dasar olch Badarl

■ 〕:二 u5-aTa‐ I二  Desa dan Pcmenntth Desa dalaFn menetapkan ketlakam

Pcme品 口 harl Desa.

Dalam peroses pelε山【sanaan perrlmilihan Kepala Desa, BPD Irlelaksanh

fungsinya untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, kemudial■  BPD

mene五ma selurLlh bentuk pertanttnglawaban pelaksanaan penyelenggara帥
pemilihan Kepala Desa yarlg disalnp■ kan olCh Parlitia Pemiliharl.

II.PASAL DETII PASAL
Pasal 1

Culnrp jelas
Pasal 2

CukuP jelas
Pasat 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
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1C■ttξup』 elas

P― 110
CttP」 elas

Pa自己 11

Cukup jelas

Pasa1 12

Cukup jelas

Pa叡組 13
Cukupjelas

Pasa1 14

Cukupjelas
Pasa1 15

Cukupjelas
Pasa1 16

Cukup jelas

Pasa1 17

Cttpjcias
P― 118

P躙四血 19

_Lコr二:= .=.=ミ

…

i"
C■五fuっ icias

Pa瞬遭 21
Cukup jelas

Pa螢J22
Cukupjclas

Pad 23
Cukup jelas

P=綴ユ24
Cukup jelas

Pasa1 25

Cukup jelas

Pasa1 26

Cukupjelas
Pasa1 27

Cukup jelas

Pasa1 28

Cukup jelas

Pad 29
Cukupjelas

Pasa1 30
Cukupjelas

じ
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hrga
Cukup jelas

nrnl 3E)

Cuktrp jelas
hgel 4{,

C\:kup jelas
Fasal4l

C\rkup jelas
ksel 42

C\lkup jel,as
Ayrt (2|

Cukup jelas
nrnl {3

Cuhryilas
hta4

G.tlary jelas
Pesal45

C\:kup jelas
Pasal tf6

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 5O

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 54

Cukup jelas

肉脚枷剛回 懺ェ _1
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Frilrl 63
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Pa-seJ 67
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Fesr"l 6€
* --:--- -:i:

Prcd 69

Pesal 70
Cui<r.:p jeias

Pesal 71
Cukup jelas

Pasal T2
Cukup jelas
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ヾMANGGARAI TB田 コR NOMOR 5 TAHUN 2019

,mS BUKU ADMINISTRASI DAN LAPORAN KINERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

回 S BUKU ADMINISTRASI BPD

:-:=::ia Surat Keluar

―・,T」 Bdan Tahun
Sckretaris BPD.… .

Cara Peneisian :

Koloml diisi dengan nomor secelra berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
Kolom 2 diisid engan tanggal surat keiuar
Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar
Kol9m 4 diisi dengan tanggal,bulan,tahun surat keluar.
Kolom 5 diisi dengan hal dan isisingkat srrrat keluar
Kolom 6 diisi dengan narna instansi yang dituju
Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan
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Mengetahui
Ketua BPD ………,Tggl Bulan Tahun

Sekretaris BpD

Cara Peneisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yangdikirim
5** 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
_Yo- 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
5"1"* 4 dfisi dengan hal dan isisingkat surat yang dikirim
5"-b* 5 diisi dengan instansiyang ji,qi"
Kolom 6 diisi dengan penjerasan atau catatan rainjikaada
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PENERIMAAN

(Rp.)

PENGELUARAN

Mengetahui

ご

ヤ

Kolom 1 diisi dengan rromor secara benrrut
Kolom 2 diisi d"tg',, tanggal penerimaan atau pengeruaran uang
fff_-; ffit fensan ur.rr', penerimaan 

"o,, ,.*?iuaran uans
Kobm s dii-si 

dengan angka *pi"l dari jumrah *ir*".dengan angka rupiah aari3.umfal i.rOrr*.,
6. BUKU TAMU BPD

Mengetahui
Ketua BpD

......, Tggl Bulan Tahun
Sekretaris BpD

......, Tggl Bulan Tahun
Sekretaris BpD

Cara peneisian 
:

Kol0m 1 *iisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tarnuKolom 2 diisi dengan taaggal kedataagan tamu
_Yb* 3 diisi dengan nama tamu

lolom 4 diisi dengan jabatan tamu
Kolom5 diisi dengal alamat tamu/alamat instansi tamu
1"1"- 6 diisi dengan kepertuan/tuSuan tamu j
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5. Buku Laporan Keuangan BpD

Ketua BPD
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Mengetahui
…̈…,TggI Bulan TahunKema BPD

Sekretaris BPD

Cara Peneisiarr :

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai wakhr trrenyampaian aspirasi
Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan
Kolom 3 diisi dengan rlama individu/rembaga y?ng menyampaikan aspirasi
Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampai$n
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一

2 3 4 5



―・・・'Tg」
Bulall Tahun

Si■clans BPD

Mengetahui ‥……,Tggl BulaFI Tahun
Ketua BPD Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan
Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan
Kolom 3 diisi dengan materirapat
Kolorn 4 diisidengan unsur dal jumlah pesertatapat
Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

∴三■T_■ ]「 TANDA TANGAN

FttS E RTA
RING卜こへS10T

PEMBAHASAN

ET

う
、
）



12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO
NOMOR,TANGGAL

PERATURAN/KEPUTUSAN
BPD

TENTANG UR蟻 せヾ

SINGん Tヽ 田

1 2 3 4 5

Mengetahui
Ketua BPD

………,Tggl Bulan Tttun
Sekret印ns BPD.… ……….

......, Tggl Bulan Tahun
Sel<retaris BPD ...... .. . .

Cara Pengisian :

Kolom I diisi secara berurutan sesuai dengan nomorPeraturan/Keputusan BPD yalg
ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD
Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan

Peraturan/ Keputusan BPD
Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Desa

Mengetahui
Ketua BPD .

Cara Peneisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.
Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.
Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan

Keputusan BPD.
Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas

rancangan peraturan desa.
Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasln lain jika diperlukan.

NO

NttNIOR DAN
TANGGAL

PERATURAN
DESA

TENTANG URAIAN
SINGKAT

NOMOR DAN
TANGGAL

KESEPAKATAN
KET

2 3 4 5 6



Buku KePutusan MusYawarah Desa

POKOK―POKOK
KEPUTUSAN

rヽ==LlTENTANG/HAL
STRATEGISHAR1/TANGGAL

Mengetahui
l{.efua 5-* -

KⅢ ERANGAN

hrk;irim:
ffu 1 diisi secara beflIrutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perenc€rnaan

pembangunan desa
Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah

perencanaan pembangunan desa
Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawa-ra

perencanaan pembangunan desa
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan

keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa

J

2 3 4

▼

NO

■
■ 2 3





I
I II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...“ ..

KECAMATAN.....“ .。 .● ●●●●""●●"●●●●0・・・・・

KABUPATEN e......● ●●●●●"“ "●

Alamat:

LAPORAN KINER」 A BPD
Tahurl arlggaral‐ l...… ..

I. Dasar H tlkl_lm

l.Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor.,.tahtll‐l...tCntang Badall

Pern■usvawaratan Desa.

2.Pcraturan Dacrah Kabupatcn Nomor...Tahun.… .tcntang Dcsa/
Badan PeFrl■usyawaratan Desa

3.Surat keput■ lsan B■lpati tentang pereslnian anggota BPD pcriodc,… ..

sampal...… .

4.KcputLLSan BPD Nomor.....… tahun....Tel■ tal■ 8 PCnetapan kine芍 a BPD
tahull allggaran,… ...・・

II. Pelaksanaan tuqas BPL)

1" Pengelolaan aspirasimasyarakat. desa;
'2. Penvusunan dan atat-l pembahasan perattu an clesa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyeienggaraan pemerintairiln

clesa;
4. Pelaksanaan tugas lain:

a. Pemilihankepala desa
b.pclaksanaali l■ ■usvawarah desa
c.pclaksanaan ll■ ■lsyawarah pcrcncanaail pcmballgullan dcsa

d.pclaksanaan kcttasama antar dcsa
e,c..……………dll・

5.Pclaksanaan pellga、vasan kinctta kepala dcsa.

6.Pclaksanaan  Evaluasi  Laporan  Kctcrangan  Pel■ yclcnggaraan

Pclncrintahan Dcsa;

//o""PATI 
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